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ABSTRAK 

Dartono, 2013101115222, Skripsi. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
Terhadap Karyawan PT. Tsukasa Manufacturing Of Indonesia Yang 
Melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan . (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.SUS-
PHI/2016/PN. Bdg)  

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Pelanggaran Pasal 59. 

Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari pengembangan 
pembangunan sumber daya manusia, dalam rangka menjalankan roda 
pembangunan di negara Indonesia, ketenagakerjaan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari proses pembangunan nasional, karena pekerja mempunyai 
peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dari pembangunan 
nasional, untuk melindungi pekerja/buruh dari permasalahan perburuhan yang 
kompleks, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi 
pekerja/buruh secara umum baik pekerja/buruh dengan status Pekerja Tetap 
dan Pekerja Kontrak. 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Tsukasa Manufacturing Of 
Indonesia (PT. TMI) menurut Pasal 59  Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 
penerapan hukum UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih 
lemah terutama kelemahan dari segi muatan pasalnya maupun pengaturan 
pengenaan sanksi yang belum diatur dalam perundang-undangan. Faktanya 
peraturan maupun penegak hukum dibidang ketenagakerjaan belum dapat 
melindungi pekerja kontrak dalam memberikan kepastian hukum bagi pekerja 
kontrak.  
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ABSTRACT 

Dartono, 2013101115222, Scription. Termination of Employment Relations 
(PHK) Against Employees PT. Tsukasa Manufacturing Of Indonesia Who Is In 
The Judicial Process Is Associated By Article 59 Act Number 13 Year 2003 
About Manpower. (Case Study Decision Number 17 / Pdt.SUS-PHI / 2016 / 
PNBdg) 
 
Keywords: Termination of Employment, Violation of Article 59. 
 
Development Employment is part of the development of human resource 
development, in order to run the wheels of development in the country of 
Indonesia, labor becomes an integral part of the national development process, 
because the workers have a role and status is very important as the actors of 
national development, to protect workers / Laborers from complex labor 
issues, the government passed Act No. 13 of 2003 on Manpower. This law 
provides protection for workers / laborers in general both workers with 
Permanent and ContractualWorkersstatus. 
 
This study aims to find out how the implementation of Working Agreement of 
Certain Time (PKWT) in PT. Tsukasa Manufacturing Of Indonesia (PT. TMI) 
according to Article 59 of Law Number 13 of 2003. Based on this research it 
was found that the application of the law No.13 of 2003 concerning Labor is 
still weak, especially in terms of payload article weaknesses and setting the 
imposition of sanctions is yet set in the legislation. The fact perturan and law 
enforcers in the field of employment have not been able to protect contract 
workers in providing legal certainty for contract workers.  
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